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A. Pemahaman Pemilu
1. Pengertian Pemahaman
Pemahaman berasal dari kata “paham” yang artinya mengerti benar dalam
suatu hal. Pemahaman (comprehention) diartikan sebagai suatu kemampuan
menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat
menginterprestasi materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham
terhadap objek dan materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh,
menyimpulkan, meramalkan dengan sebaik-baiknya terhadap objek yang
dipelajari.*
Menurut Cece Rakhmat dan Didi Suherdi mengatakan bahwa pemahaman
merupakan
“Jenjang kemampuan ini menunjukan kepada kemampuan berfikir siswa untuk
memahami bahasa-bahasa atau bahan ajar yang dipelajari. Dengan kemampuan
ini siswa mampu menterjemahkan dan mengorganisasikan bahan-bahan yang
diterima kedalam bahasanya sendiri. Kata-kata kerja yang digunakan untuk

menyampaikan kemampuan ini antara lain menjelaskan, merumuskan dengan

kata-kata sendiri, menyimpulkan dan member contoh.”

Sedangkan pengertian pemahaman menurut Suharsimi  Arikunto

mengatakan bahwa,

! Esti Qomariyah, “Pengaruh Pemahaman Politik Terhadap Tingkat Kesadaran Politik Siswa Kelas
XI Di SMA Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011” Skripsi diterbitkan pada tahun
2011, Fakultas Keguruan Dan limu Pendidikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal. 8.
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“Pemahaman  adalah  mempertahankan, = memperluas, = menyimpulkan,
menggeneralisasi, member contoh, mennuliskan kembali, memperkirakan”.
Dengan pemahaman diharapkan seseorang dapat membuktikan bahwa ia
memahami hubungan yang sederhana diantara fakta dan konsep dari suatu bahan
yang telah dipelajarinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman
adalah merupakan suatu kemampuan berfikir seseorang untuk untuk dapat
menginterprestasi materi yang diperoleh dengan menjelaskan, menyimpulkan,
serta merumuskan dan memberikan contoh -secara benar. Seseorang yang

paham berarti mereka mengerti secara benar apa yang diketahuinya.’

2. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum mempunyai esensi sebagai sarana demokrasi untuk
membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah
menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-
benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan
keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan
perwakilan. Pada hakekatnya, pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan
dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak
tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.?
Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil

(free and fair) adalah suatu keniscayaan. Bahkan, sistem politik apapun yang

2 .

Ibid, Hal. 9.
*M. Rusli Karim, Pemilu Demokrasi Kompetitif (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya,
1991)hal2.
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diterapkan oleh suatu negara, seringkali menggunakan pemilu sebagai kalim
demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya.*

Indonesia mempunyai dua sistem pemilu, yakni sistem Proposional dan
Distrik. Sistem Proposional adalah open list system (sistem daftar terbuka).
Dengan sistem ini para pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga calon
yang dikehendakinya. Pemilih, disamping mencoblos tanda gambar, juga
mencoblos gambar dan nama calon yang dikehendakinya.’ Sedangkan dalam
sistem distrik, satu wilayah kecil (distrik pemilihan) memilih wakil tunggal
atas dasar pluralitas (suara terbanyak).® Sistem distrik merupakan sistem
pemilu yang paling tuaberdasarkan kepada kesatuan georafis yang mempunyai
satu wakil di parlemen. Di dalam sistem ini, wilayah negara di bagi ke dalam
bebrapa distrik pemilihan, biasanya atas dasar jumlah penduduk.’

Kehidupan politik yang sehat dan demokratis tidak ditentukan oleh sistem
Proposional dan sistem  Distrik. ~Sistem pemilu apapun, sepanjang
diselenggarakan oleh panitia independen, ada partai-partai yang bebas, ada
peluang kompetisi diantara partai-partai, ada kebebasan memilih bagi
masyarakat, serta tak ada pemihakan, standar gandar dan diskriminasi
birokrasi, tetap bisa mengantar kepada pemilu dan demokrasi yang
berkualitas.®

a. Definisi Pemilu

*Muhammad Asfar, Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004 (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006)hal
3.

> Affan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Indonesia, h.265.

® Miriam Budiarjo, Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila,
h.244.

" Syahriah Syarbaini dkk, Sosiologi Dan Politik, h.81.

& Syamsudin, Menggugat Politik, h.134.
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Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat
berdasarkan Pancasila dalam Negara Rebublik Indonesia untuk memilih
pemimpin rakyat atau pemimpin Negara yang diselenggarakan setiap 5
(lima) tahun sekali.’

Sebuah pemilu dilaksanaan untuk memilih pemimpin politik. Yang
dimaksud pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk
di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun
daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti
presiden, gubernur, maupun bupati.

b. Tujuan Pemilu

Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 23 Tahun 2003 disebutkan
bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan
dengan  tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang
memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu
menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan dalam rangka
tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Dasar Negara RI Tahun 1945.%

Hakikat dan tujuan pemilu adalah sebagai berikut :**
1) Menyusun Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat untuk
mewujudkan susunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945.

® Parulian Donald, Menggugat Pemilu, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1997) h. 9.
19 Departemen Kehakiman RI, UU Rl Nomor 23 Tahun 2003, h. 47.
11 H

Ibid, h. 9.
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2) Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati
nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan
mengembangkan kemerdekaan guna memenuhi dan mengemban amanat
penderitaan rakyat.

3) Tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam
lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat.

4) Pemilihan Umum adalah suatu lat yang penggunaanya tidak boleh
merussak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan
Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.

5) Tidak untuk menyusun negara baru dengan falsafah negara baru.

6) Menjamin kesinambungan pembangunan nasioal.

c. Fungsi Pemilu
Jika dipandang dari kacamata demokrasi, tujuan pemilu hendaklah
kembali berpegang pada prinsip kebijaksanaan yang demokratis yaitu
menjamin kepentingan semua golongan masyarakat. Untuk itu, tujuan

pemilu harus dinyatakan dalam fungsi-fungsi utama pemilu yaitu :*2

1) Membentuk pemerintahan perwakilan lewat parpol pemenang
pemilu.

2) Menentukan wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat.

3) Pergantian atau pengukuran elit penguasa.

2Titik Triwulan, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem
Pemilu Menurut UUD 1945 (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)hal 37.
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4) Pendidikan politik bagi rakyat melalui partisipasi masyarakat di
dalam pemilu.

Menurut Parulian Donald, ada dua manfaat yang sekaligus sebagali
tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan
lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan
yang abash (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik.’* Dari
sudut pandang manfaat (tujuan) tersebut merupakan tujuan langsung yang
berada dalam skala waktu relative pendek. Hal ini mengisyaratkan bahwa
manfaatnya dirasakan segera setelah proses pemilu berlangsung. Adapun
tujuan tidak langsung dihasilkan dari keseluruhan aktifitas dari semua
pihak yang terlibat dalam proses pemilu, baik kontestan, maupun para
pelaksana dan pengawas dalam kurun waktu relative lama, yaitu
pembudayaan politik dan pelembagaan politik. Dalam arti lebih sederhana,
tujuan langsung berkaitan dengan hasil pemilu, sedangkan tujuan tidak
langsung berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut.

d. Hak Warga Negara Dalam Pemilu

Hak Warga Negara Dalam Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2003 Tentang Pemilu.
1) Hak memilih warga dalam pemilu
Setiap orang mempunyai hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi

karena merupakan hak asasi manusia hak tersebut telah ditetapkan

Bparulian Donald, Menggugat Pemilu (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1997)hal 5.
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pada sidang umum tentang hak asasi manusia dalam berpolitik, yang

isinya adalah :

a) Hak untuk memiliki dan menyatakan pendapat dengan tenang.

b) Hak untuk berserikat dan berkumpul.

c) Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

d) Hak untuk ikut serta dalam pemilu.

e) Hak kebebasan menentukan status politik.

f) Hak untuk memilih dan dipilih.

g) Hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam
negara."

2) Hak dipilih warga dalam pemilu

Menurut UU Pemilu Nomor 23 Tahun 2003 ada syarat-syarat untuk
bisa dipilih sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat
menggunakan hak untuk dipilih, maka harus memenhi :

a) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

c) Tidak pernah mengkhianati Nrgara.

d) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

e) Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Repulik

Indonesia.

¥ Mujar Ibn Syarif,Hak-Hak Politik Minoritas Non Muslim Dalam Komunitas Islam, h. 51.
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f) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang
memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

g) Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara
badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan Negara.

h) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

i) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

J) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

k) Terpilih sebagai pemilih.

I) Memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama
lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

m) Memiliki daftar riwayat hidup.

n) Belum pernah menjabat presiden dan wakil presiden selama dua
kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

0) Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 Negara
Republik Indonesia dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

p) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

q) Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun.

r) Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
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s) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis
Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang
terlibat langsung dalam G 30 S/PKI.
t) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
tahun atau lebih.*
e. Asas Pemilu

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER™ yang

merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia". Asas

“Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Yang pengertiannya diuraikan

sebagai berikut :

e "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara
langsung dan tidak boleh diwakilkan.

e "Umum™ berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara
yang sudah memiliki hak menggunakan suara.

e "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada
paksaan dari pihak manapun.

e "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia

hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang

merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas "jujur" mengandung arti

1> Departemen Kehakiman RI, UU Nomor 23 Tahun 2003, h. 5-7.
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bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk
memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih
sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang
sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil"
adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa
ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih
tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun

peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.*®

3. Pengertian Pemahaman Pemilu

Pemahaman tentang pemilu adalah suatu kondisi dimana seseorang
mengerti secara benar dan tahu akan permasalahan yang berhubungan dengan
pemilu. Pengertian Pemahaman pemilu secara konseptual diartikan sebagai
suatu kondisi seseorang dalam menangkap materi yang berhubungan tentang
pemilu.

Sedangkan pengertian pemahaman pemilu secara operasional adalah
pemahaman dalam hal tentang pemilihan umum disini khususnya dipilih yaitu
secara umum yang biasa dipelajari di dalam jenjang sekolah yang masuk dalam
materi pelajaran. Diantaranya yaitu yang akan dijabarkan kedalam beberapa
indicator dibawah ini:

a. Pemahaman terhadap definisi pemilu.
b. Pemahaman terhadap tujuan pemilu.

c. Pemahaman terhadap fungsi pemilu.

'8 parulian Donald, Menggugat Pemilu, h. 43.
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d. Pemahaman terhadap hak dan warga negara dalam pemilu.

e. Pemahaman terhadap asas pemilu.

B. Perilaku Memilih
1. Definisi Perilaku Memilih

Perilaku memilih/pemilih terdiri dari dua kosa kata, yakni perilaku dan
pemilih. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), perilaku mempunyai
pengertian tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan lingkungan
sosial, dengan demikian, perilaku tidak mungkin ada jika tidak ada rangsangan
dari lingkungan sosial yang hal tersebut merupakan sebuah naluri kehidupan
manusia.’” Selanjutnya menurut Second dan Becman dalam Azwar, perilaku
didefinisikan sebagai keturunan tertentu dalam hal afeksi (perasaan), kognisi
(pemikiran), dan predisposing tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu
aspek lingkungan sekitar.’® Jadi, perasaan seseorang disebabkan oleh
rangsangan dari lingkungan sekitar, pemikiran juga sering dipengaruhi oleh
lingkungan sekitar yang dilahirkan oleh berbagai sensitifitas ucapan seseorang,
sehingga tindakan juga demikian dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.

Selanjutnya, setelah mengetahui arti perilaku, akan dibahas mengenai
pengertian dari pemilih. Pemilih secara etimologi berasal dari kata milih yang
berarti mempertimbangkan sesuatu yang disesuikan dengan kebutuhannya.

Oleh karena itu, kalau dikorelasikan terhadap Konstituen maka pemilih harus

Yhttp://kbbi.web.id/perilaku, (Senin, 26 Januari 2015, 07.44)
8 Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,
2011), 5.
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melakukan selektifitas terhadap para kandidatnya. Menurut Joko J. Prihatmoko
berkenaan dengan pemilih merupakan semua pihak yang menjadi tujuan utama
para kandidat untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan
kemudian memberikan suaranya terhadap para kontestan.'® Kontestan dapat
berupa konstituen, karena konstituen merupakan kelompok masyarakat yang
merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu kemudian termanifestasi dalam
bentuk institusi politik yang berupa partai politik.

Di sisi lain, dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 menguraikan
tentang pemilih, pemilih diartikan sebagai warga negara Indonesia yang telah
berumur 17 Tahun, atau sudah pernah kawin.*® Pada peraturan Komisi
Pemilihan Umum (KPU), No. 35 tahun 2008 tentang pemungutan dan
perhitungan suara, untuk dapat menggunakan hak pilihnya harus mendaftar diri
ke TPS yang baru, paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Jadi kalau
dalam UU yang menguraikan tentang pemilih merupakan kualifikasi umur
tentang siapa saja yang berhak menjadi pemilih atau tidak, namun dalam
peraturan KPU bukan mengenai kualifikasi melainkan berkenaan dengan
prosedur-prosedur yang haru dilewati oleh konstituen berkenaan dengan hak
untuk menentukan pemilihannya.

Menurut Ramlan Surbakti, Perilaku memilih/pemilih  mempunyai
pengertian keikutsertaan dalam pemilihan umum, serangkaian membuat

keputusan, dan serangkaian membuat keputusan merupakan bagian dari pada

19 Joko J. Prihatmoko, Pilkada Secara Langsung, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 46
% Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilih.



27

perilaku memilih.?* Adapun maksud dari deskripsi Ramlan Surbakti diatas

mengindikasikan terhadap adanya upaya mengaktualisasikan keputusan

bersama, baik dalam kaitannya dengan pemerintahan dan juga dengan

masyarakat selaku aktor dalam mempengaruhi pemerintahan yang mempunyai

fungsi mengaktualisasikan kebijakan, sehingga dalam sistem demokrasi,

masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pengikutsertaan terhadap pemilihan

umum dapat dikategorikan sebagai perilaku memilih/pemilih.

2. Jenis Pemilih
a. Pemilih Rasional
Jenis pemilih rasional memiliik orientasi tinggi pada pada “policy

problem solving”, dan berorinetasi rendah untuk faktor ideology. Selain
itu, pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik
atau calon kontestan dalam program kerjanya. Program Kkerja tersebut
dapat dilihat dalam dua hal, yakni kinerja di masa lampau dan tawaran
program untuk menyelesaikan permasalahan nasional yang ada. Di sisi
lain, pemilih rasional memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan
faktor ideologi kepada suatu partai politik atau kandidat tertentu. Hal yang
terpenting dalam menentukan pilihannya pada pemilih rational adalah apa
yang bisa dilakukan oleh partai atau kandidat, daripada paham atau nilai
partai dan kandidat tertentu.??

b. Pemilih Kritis

! Ramlan Surbakti, Partai, Pemilu dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997),
170.

22 Firmanzah, Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas, (Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2012) Hal. 87.
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Pemilih kritis merupakan jenis pemilih yang memadukan antara
tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan
dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi
mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Proses untuk menjadi jenis
pemilih ini, bisa terjadi melalui dua mekanisme. Petama, jenis pemilih ini
menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada
partai politik atau kandidat mana yang mereka pihak dan selanjutnya
mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan.
Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya, yakni pemilih akan tertarik dulu
dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan yang
kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang
melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan.. dalam menentukan pilihan
politiknya bergantung pada kinerja partai atau kandidat.*®

c. Pemilih Tradisional

Pemilih tradisional memiliki orientasi ideology yang tinggi dan tidak
terlalu melihat hasil kebijakan yang telah dibuat oleh partai atau kandidat
dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilih tradisional sangat
mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai asal-usul, paham, dan
agama dalam menentukan pilihan politiknya. Selain itu, pemilih jenis ini
lebih mengutamakan figure dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai
historis sebuah partai politik atau seorang kandidat.?*

d. Pemilih Skeptis

2 |bid, Hal. 89.
24 |bid, Hal. 90.
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Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideology
cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kandidat tertentu. Di sisi
lain, mereka juga kurang mempedulikan program kerja atau “platform”
dan kebijakan partai politik.*®

Disisi lain, dalam memilih pilihan politiknya seorang pemilih tentunya
mempunyai berbagai pertimbangan. Adapun berbagai pertimbangan
tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:*®
1) Kondisi awal pemilih

Kondisi awal ini dapat diartikan sebagai karakteristik yang melekat

pada diri si pemilih. Setiap individu tentunya mewarisi dan memiliki

sistem nilai serta kepercayaan yang berbeda satu sama lain. Di

samping itu, masing-masing individu mewarisi dan memiliki

kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal inilah
tentunya sangat mempengaruhi- proses dalam diri masing-masing
individu saat hendak menentukan pilihan politiknya. Pada kondisi awal
ini yang menentukan sikap pemilih adalah faktor sosial budaya
pemilih, nilai tradisional pemilih, level pendidikan & ekonomi
pemilih, dll.
2) Media massa
Kemampuan media massa untuk mendistribusikan informasi

merupakan kekuatan untuk pembentukan opini publik. Opini publik

“Firmanzah, Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2012), hal. 100.
*Ibid,. 115-119.
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sendiri sangat ditentukan oleh seberapa besar informasi yang diberikan

kepada masyarakat. Ketika semua pemberitaan media massa tentang

suatu partai politik bersifat positif, masyarakat cenderung melihat
keberadaan partai politik tersebut sebagai sesuatu yang positif juga.

Akan tetapi, apabila ketika media massa memberitakan keburukan

partai politik atau kandidat, masyarakat juga cenderung menilainya

negatif.
3) Partai Politik atau Kontestan

Atribut kontestan seperti reputasi, image, citra, latar belakang,
ideologi, dan kualitas para politikusnya akan sangat mempengaruhi
penilaian masyarakat atas partai bersangkutan. Masyarakat seringkali
mencampuradukkan kualitas figur di politikus dengan partai poltik
yang menjadi kendaraannya. Hal yang paling mudah dinilai oleh
masyarakat memang setiap aktivitas dan perilaku yang diperbuat para
politikusnya. Kualitas orasi, program Kerja, kepedulian, sikap yang
ditunjukkan oleh politikus seringkali menjadi barometer untuk
mengukur kualitas partai politik.

Ketiga faktor diatas akan mempengaruhi pertimbangan pemilih dalam
menentukan pilihan politiknya. Cara memengaruhinya akan sangat
tergantung pada kadar masing-masing faktor. Saat media massa sangat
berperan dalam pembentukan opini publik dalam suatu masyarakat, maka
faktor media massa sangat mempengaruhi cara bertindak masyarakat.

Sedangkan ketika faktor keluarga yang lebih kuat dan masing-masing
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individu hidup didalamnya, pendidikan dalam keluarga sangat menentukan
pilihan-pilihan politiknya. Sementara itu, terdapat banyak kasus dimana
sistem politik dan kualitas pendidikan dalam masyarakat tinggi, sehingga
mereka tidak begitu saja percaya dengan pemberitaan yang dihasilkan oleh

media massa.

C. Teori Pilihan Rasional

Teori ini dikemukakan oleh James S. Coleman. Teori pilihan rasional
Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa “tindakan perseorangan
mengarah kepada tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai
atau pilihan (preferensi)”.”” Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu
aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan
yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan
sumber daya secara rinci- menuju ketingkat sistem sosial:

Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang faktor,masing-masing
mengendalikan sumberdaya yang menarik perhatian pihakyang lain. Perhatian satu
orang terhadap sumberdaya yang dikendalikanorang lain itulah yang menyebabkan
keduanya terlibat dalam tindakansaling membutuhkanterlibat dalam sistem
tindakanselaku aktor yangmempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk
memaksimalkanperwujudan kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung

atauciri sistemik terhadap tindakan mereka. %

%" GoergeRitzer &Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2007), h. 394.
% 1bid, h. 394.
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Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor.Aktordipandang
sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau maksud. Artinya aktor mempunyai
tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapaitujuan itu.Aktor
dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Teoripilihan rasional tak
menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yangmenjadi sumber pilihan
aktor. Yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan aktor dilakukan untuk

mencapai tujuan yang sesuai.*

Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang pernah ada dan berhubungan dengan penelitian ini

adalah :

1. “Pemilihan Umum Dan Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan Presiden 2009
Di Indonesia” yang dilakukan oleh Leo Agustino dan Mohammad Agus
Yusoff yang diterbitkan pada tahun 2009 dalam bentuk Jurnal Politik Vol. 5
No. 1 Tahun. 2009 oleh Program Magister IImu Politik Universitas Nasional.
Adapun hasil penelitian tersebut adalah, Untuk memahami dan menjelaskan
pemilihan umum dan perilaku pemilih di Indonesia, pelbagai aspek perlu
diambil perhatian guna dihubungkaitkan satu dengan lainnya. Walau memang
pemilihan umum telah berjalan sebanyak sembilan kali, namun dari semua
pemilihan tersebut memberikan pelajaran dan makna yang berbeda-beda.
Demikian pula halnya dengan perilaku pemilih. Selalu saja ada satu atau dua

golongan/kelompok yang setia pada partai dan memilih partai tersebut

2 |bid, h. 394.
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dengan keyakinan penuh, tetapi kelompok ini tidak banyak. Saat ini pemilih
yang melakukan pilihan pada detik-detik akhir semakin bertambah
jumlahnya. Bahkan dalam detik tertentu, mereka dapat mengurungkan
niatnya menjadi pemilih manakala setelah diperhitungkan dengan caranya
partai atau calon yang berkompetisi tidak memberikan makna apa-apa
padanya. Makna dalam konteks ini tidak hanya bersifat peribadi, tetapi juga
bisa bercirikan agama, etnik, ras dan lainnya. Untungnya saat ini, pendekatan
konsen-represif tidak lagi dilakukan oleh negara sehingga pilihan kali ini
lebih jujur dalam menilai partai serta calon yang bertanding. Penilaian
pemilih atas partai, khususnya calon presiden, pada masa lalu sangat mungkin
dibentuk - sosialisasi politik atau kedekatan sosiologis, tetapi kini
pertimbangan untuk memilih calon presiden bisa dengan instan diperoleh
melalui efek ekoran dari political marketing dan pelbagai macam hasil
(polling) survei. Dari uraian di atas terjawab bahwa kesejajaran elektoral telah
berlaku dalam pemilihan presiden tahun 2009. Sehingga partai pemenang
pemilihan legislatif juga memenangi pemilihan presiden. Hal ini sangat
ditentukan oleh perilaku pemilih Indonesia yang sedang bertransformasi ke
arah pemilih yang rasional, walaupun belum benar-benar rasional.
Rasionalitas pemilih ini dilandaskan kepada kemampuan mereka dalam
menimbang, menilai dan memutuskan (berdasar logika rasionalnya) siapa
yang pantas dan patut ia pilih. Mereka dapat mengatakan tidak pada partai
atau calon presiden yang berorientasi pada kepentingan peribadi, hanya obral

janji, yang tidak memiliki visi membangun negara ke depan, apalagi yang
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menarik hati rakyat dengan uang serta menjual pesona daripada kemampuan
personal.*®

2. “Pemahaman Politik Dan Identifikasi Kepartaian Generasi Muda Serta
Implikasinya Terhadap Perilaku Memilih” yang dilakukan oleh Suryanef dan
diterbitkan pada tahun 2002 dalam bentuk Jurnal Demokrasi Vol.1 No. 1
Tahun. 2002. Adapun hasil penelitian tersebut adalah Generasi muda
merupakan segmen pemilih yang relatif rasional-otonom untuk menentukan
partai politik pilihannya dalam pemilu. Rasionalitas mereka bisa jadi
terbangun karena pendidikannya yang relatif baik serta tingginya sentuhan
media massa (mass media exposure) di era global ini. Apalagi pada saat
menjelang pemilu 1999, media massa “santer” membicarakan isu-ISu penting
seperti demokratisasi, penyalahgunaan kekuasaan era Orde Baru, gugatan
terhadap Dwi-fungsi ABRI, serta berbagai fenomena kehidupan politik
lainnya. Kondisi ini diyakini sebagai determinan penting yang membangun
kognisi, afeksi serta evaluasi generasi muda terhadap realitas politik yang
ada. Untuk selanjutnya hal ini akan berimplikasi terhadap kesadarannya untuk
menentukan posisi dalam suatu kondisi politik termasuk dalam menyikapi
program yang ditawarkan oleh kontestan dalam pemilu.®*

3. “Pengaruh Iklan Politik Dalam Media Massa Terhadap Perilaku Memilih
Masyarakat Pengrajin Tas Dan Sepatu Pada Pilkada Sidoarjo Tahun 2010 Di
Kecamatan Tanggullangin” yang dilakukan oleh Nur Fadhilah dan diterbitkan

pada tahun 2013 dalam bentuk skripsi oleh Fakultas Ushuluddin Universitas

% Jurnal Poelitik, Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, Vol. 5 No. 1 Tahun 2009
(Program Magister llmu Politik Universitas Nasional).
*Jurnal Demokrasi, Vol. 1 No. 1 Tahun 2002 (Suryanef)
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Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Adapun hasil penelitian tersebut adalah
Pertama, Jenis iklan politik yang digunakan pasangan calon kepala daerah
dalam pilkada sidoarjo di kecamatan Tanggulangin adalah Iklan ID dimana
hanya memberikan pemahaman siapa kandidat. Kedua, Masyarakat pengrajin
dan pengusaha kerajinan tas dan sepatu di Tanggulangin tergolong kedalam
masyarakat yang cukup rasional dimana memilih calon kepala daerah melihat
dari visi-misi hal ini dapat dilihat dari jawaban responden seputar alasan
memilih, sebanyak 23 orang (25,8%) menyatakan mereka memilih karena
tertarik dengan visi-misi calon kepala daerah. Ketiga, Terdapat pengaruh
yang signifikan antara iklan politik dalam media massa terhadap perilaku
memilih masyarakat pengrajin tas dan sepatu pada pilkada Sidoarjo 2010 Di
kecamatan Tanggulangin sebesar 38,1% dan 61,9% dipengaruhi faktor lain.
Hasil tersebut jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka sebanyak 15,62%
responden laki-laki merupakan pemilih jenis tradisional, 34,37% pemilih
jenis skeptis, 20,31 % jenis pemilih rasional dan 28,12% jenis pemilih Kritis.
Sedangkan sebanyak 20% reponden berjenis kelamin perempuan merupakan
pemilih jenis tradisional, 40% pemilih jenis skeptis, 12% pemilih jenis
rasional dan sebanyak 24% pemilih jenis kritis. Jika dilihat berdasarkan
kedudukan dalam pekerjaan maka sebanyak 14,06% pengrajin merupakan
jenis pemilih tradisional, 40,62% jenis pemilih skeptis, 15,62% jenis pemilih
rasional dan jenis pemilih kritis sebanyak 28,12 % pengrajin. Berdasarkan

dari kedudukannya sebagai pengusaha kerajinan sebanyak 24% orang pemilih



36

tradisional, sebanyak 24% jenis pemilih skeptis, 24% orang jenis pemilih

rasional dan sebanyak 28% pemilih jenis kritis. **

E. Kerangka Berfikir

Tabel 2.1
Kerangka Berfikir

1.
2.
3.
4.

Pemahaman Pemilu :

Pengertian Pemilu
Tujuan Pemilu
Fungsi Pemilu
Hak Warga Negara
Dalam Pemilu

Asas Pemilu

\ A 4

F. Hipotesis

Perilaku Memilih :

1. Pemilih
Rasional

2. Pemilih Kritis

3. Pemilih
Tradisional

4. Pemilih Skeptis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.*?

Adapun jenis hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu :**

1. Ho (H nol), yaitu hipotesa yang menyatakan ketiadaan hubungan antara

variabel yang sedang dioperasionalkan.

%2 Nur Fadhilah, “Pengaruh Iklan Politik Dalam Media Massa Terhadap Perilaku Memilih
Masyarakat Pengrajin Tas Dan Sepatu Pada Pilkada Sidoarjo Tahun 2010 Di Kecamatan
Tanggullangin ”, Skripsi diterbitkan pada tahun 2013, Fakultas Uhuluddin di Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya.
¥ Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:
Penerbit Alfabeta, 2008), 64.

*Ibid,. 160.
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2. H1 (H satu) atau disebut Hipotesa alternative (Ha), yaitu hipotesa yang
menyatakan keberadaan hubungan diantara variabel yang sedang
dioperasionalkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Ho: Tidak Ada Pengaruh Positif yang Signifikan Antara Pengaruh
Pemahaman Pemilu Terhadap Perilaku Pemilih-Mahasiswa Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya Dalam Pemilu Presiden 2014.

2. H1. Ada Pengaruh Persepsi Positif yang Signifikan Antara Pengaruh
Pemahaman Pemilu Terhadap Perilaku Pemilih Mahasiswa Universitas Islam

Negeri Sunan Ampel Surabaya Dalam Pemilu Presiden 2014.



